
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHANUMUMKABUPATENBATANG
NOMOR82jKptsjKPU-Kab-012.329285jTAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKKANRUMAHSAKIT
PELAKSANAPEMERIKSAANKESEHATANBAKALCALONBUPATIDANWAKILBUPATI

DALAMPEMILIHANBUPATIDANWAKILBUPATIBATANGTAHUN2017

Menimbang

Mengingat

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUMKABUPATENBATANG,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal7 huruf fUndang­
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu syarat calon
Bupati dan calon Wakil Bupati mampu secara jasmani dan
rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim Dokter;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf
b, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2016
tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan j atau Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan Rumah
Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat
yang ada di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan
Keputusan KPU ProvinsijKIP Aceh atau KPUjKIP
Kabupatenj Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang
Penunjukan Rumah Sakit Pe1aksana Pemeriksaan Kesehatan
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penye1enggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata KerjaKomisiPemilihanUmum, KomisiPemilihanUmum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
KomisiPemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan KomisiPemilihanUmumNomor21Tahun 2008 dan
Peraturan KomisiPemilihanUmum Nomor37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaterr/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal KomisiPemilihanUmum, Sekretariat KomisiPemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor567) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1353);

12.Peraturan KomisiPemilihanumum Nomor9 tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan WakilBupati, dan/ atau Walikotadan WakilWalikota(Berita
Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 720),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan
umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas
Peraturan KomisiPemilihanumum Nomor9 tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan WakilBupati, danZatau Walikotadan WakilWalikota (Berita
Negara Republik Indonesai Tahun 2016 Nomor 1373).

1. Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor
58/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab-
012.329285/Tahun 2016 Tentang Rencana Kebutuhan Biaya
(RKB)Pemilihan Bupati dan WakilBupati Batang Tahun 2017;

2. Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor
77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang. Nomor: 14/Kpts/Kpu-Kab-
012.329285/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
WakilBupati Batang Tahun 2017;

3. Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor
79/KptsjKPU-Kab-012.329285jTAHUN 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Nomor: 44jKptsjKpu-Kab-
012.329285jTahun 2016 Tentang Pedoman Tekr:is Tata Car~
Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Batang Tahun 2017;
Surata Ikatan Dokter Indonesia Cabang Batang Nomor: 231jID~

4. BTGjIXj2016 tanggal19 September 2016 perihal Rekornendasi
Penunjukan RSUntuk Pemeriksaan Kesehatan Paslon;

5. Hasil Rapat Pleno KomisiPemilihan Umum Kabupaten Batang
tanggal19 September 2016.

MEMUTUSKAN:
:KEPUTUSANKOMISI PEMILIHANUMUM~~:~~~E~~~~
TENTANGPENU~~~~~~:r6~ WAKILBUPATIDALAM
KESEHATANB WAKILBUPATIBATANGTAHUN2017.
PEMILIHANBUPATIDAN D ah (RSUD)Kabupaten Batang
:Menunjuk R~mah Sakit Umu~ .~~an arsial pada RSUDBendan
dan membenkan rekomer:daRslrUJh saJt Pelak.sana Pemeriksaan
Kota Pekalongan sebagai uma
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Ttd

KEDUA

Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.KETIGA

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 September 2016

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM
KABUPATENBATANG

ADIPRANOTO

jdih.kpu.go.id/jateng/batang

https://jdih.kpu.go.id/jateng/batang

